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Abstrak
 

Profesi Notaris erat kaitannya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fungsi dan peran notaris serta PPAT

ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan

pihak yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan PPAT tidaklah lepas dari aturan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dan PPAT ditunjuk dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik seperti yang ditentukan oleh undang-

undang. Dalam menjalankan tugasnya telah memiliki peraturan masing-masing mengenai tata cara yang

tertuang dalam peraturan jabatannya. Dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran dalam melaksanakan

jabatan yang mempunyai akibat hukum bagi akta yang dibuatnya. Undang-Undang Jabatan Notaris

menunjuk Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dan dalam melaksanakan

pengawasannya, Menteri membentuk. Majelis Pengawas Notaris. Pada dasarnya kedua jabatan tersebut

hanya membedakan tugas pokok dalam pembuatan akta otentik, namun subjek kedua jabatan tersebut adalah

satu, yaitu seorang Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT. Tesis ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa

Notaris/ PPAT harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta dimana

objek jual beli masih dalam boedel waris serta pengawasan PPAT dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas

Notaris dalam hal terjadinya pelanggaran dalam menjalankan jabatannya.

<hr>Notary profession is closely related to land deed officer or PPAT. Both a notary and a PPAT have

functions and roles in public service as well as conducting legal counseling and maintaining interest of

related parties. As public officials who seal authentic deeds, a notary and a PPAT are bonded to PPAT,

Notary, and Civil Code appointed in Article 1868 of Civil Code which regulates procedures of notary and

PPAT duties. However, violations, which bring legal consequences to deeds a notary or a PPAT ratifies, are

often encountered during task enforcement. According to law on notary, Law and Human Rights Minister is

appointed to supervise notaries through Notary Supervisor Assembly. A notary and a PPAT basically are the

same subjects, though main duty in drawing up authentic deeds differs. This thesis employs normative-

juridical method with qualitative data analysis. Based on analysis, a notary or a PPAT should notice

procedures and provisions in designing deeds in which sale and purchase object is still in boedel inheritance,

and duty procedure violation is supervised by Notary Supervisor Assembly.
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